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❑Tanah: permukaan bumi (the surface of earth) → ps.4 (1) UUPA

❑ Hak Atas Tanah (HAT) = hak atas permukaan bumi.

❑ Ps.4 (2): hak-hak atas tanah tsb memberi wewenang untuk
mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh, bumi
dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dgn
batas UUPA dan per-UU lainnya.
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DASAR  HUKUM AGRARIA

Ps. 33 UUD 1945

TAP MPR IX /2001

UU 5 / 1960 (UUPA)

PP 40 TAHUN 1996: HGU, HGB & HAT



DASAR KONSTITUSIONAL HUKUM AGRARIA

Pasal 33 UUD 1945 :

1) Perekonomian disusun sbg usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



PASAL 33 UUD 1945 & UUD NRI

• Pasal 33 UUD 1945 hasil Pemikiran Muhammad Hatta

• Pasal 33 sbg dasar konstitusional pembangunan ekonomi

• Ps. 33 (1) UUD: “Perekonoman disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan”

• Latar belakang kelahiran Ps. 33 UUD 1945: semangat kolektivitas didasarkan semangat
tolong menolong.

• Konsekuensi semangat kolektivitas & tolong menolong:

➢ penguasaan sektor perekonomian dijalankan dengan bentuk koperasi (dg Makna
Koperasi: sebagai “kata kerja”(proses),yakni semangat tolong menolong, semangat
kekeluargaan yang senantiasa mengupayakan keuntungan bersama, solidaritas
sosial yang berorientasi” berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. 

Konsekuensinya BUMN/BUMD/BUMS harus berjiwa kooperasi

➢ diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, perumahan & makanan) dilakukan
o/badan pemikir siasat ekonomi (Planning Board). 

➢ melakukan kerjasama-kerjasama internasional dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan dunia.



DASAR KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945

Pasal 33

1) Perekonoman disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara. 

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dg menjaga keseimbangan kemajuan & kesatuan ekonomi

nasional. 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 



KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA MENURUT UUPA PS. 2 (2)

HMN memberi wewenang untuk:

a.Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air 

dan ruang angkasa

b.Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum

antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa

c.Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum

yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa



PASAL 33 (2) UUD 1945

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara”

• Penafsiran MK:

““...penguasaan dalam arti kepemilikan perdata (privat) yang bersumber dari konsepsi

kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara

dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) 

dikuasai oleh negara, tergantung pada dinamika perkembangan kondisi kekayaan masing-

masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah jika: (i) cabang-cabang

produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) 

penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak

penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai

oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Namun, terpulang kepada pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilai

apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau

menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting

bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah

menjadi tidak penting bagi negara dan/atau tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak.” 



PRINSIP HMN PASAL 33 (3) UUD 1945

• Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

• Penafsiran MK thd HMN:

Penguasaan negara dalam arti luas berasal dari kedaulatan rakyat Indonesia atas segala

sumber kekayaan bumi, air ,dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk

pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-

sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikontruksikan oleh UUD 1945 

memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan: 

1)kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), dilakukan oleh

pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas

perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).

2)pengaturan (regelendaad), dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama

pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif).

3)pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-

holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik

Negara (BUMN).

4)pengawasan (toezichthoudendaad) untuk tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat. 

➢Ke-5 peran Negara dlm HMN dimaknai sbg satu kesatuan tindakan/ dimaknai scr bertingkat

u/ sebesar2 kemakmuran rakyat, dg prioritas:

1)negara melakukan pengelolaan langsung atas SDA; 

2)Neg. membuat kebijakan/pengurusan; 

3)Fungsi pengaturan & pengawasan

Dikuasai negara tdk dapat dipisahkan dengan tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat.



HAK ATAS TANAH?

❖ Ps. 4 (1) UUPA: Tanah adalah permukaan bumi
(the surface of earth) → ps.4 (1) UUPA

❖ Hak Atas Tanah (HAT) = hak atas permukaan
bumi.

❖ Ps.4 (2): hak-hak atas tanah tsb memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah yang 
bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air 
serta ruang yang ada di atasnya sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah dgn
batas UUPA dan per-UU lainnya.



PP 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, 
HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN,DAN 

PENDAFTARAN TANAH.

• (salah satu PP Pelaksanaan UUCK)

•UUPA sampai sekarang masih berlaku, tetapi dalam konsideran 

Mengingat, tidak mencantumkan UUPA padahal yang diatur adalah 

masalah tanah.

•Sehingga beberapa ketentuan PP 18/2021 tidak sesuai dengan  UUPA.

• Ingat ada asas preferensi hukum, lex superior derogat legi inferiori, lex 

posterior derogat legi priori, dan lex specialis derogat legi generali.



KONSEP TANAH

• Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPA Tanah adalah permukaan bumi

• Wewenang hak atas tanah adalah mempergunakan tanah yang bersangkutan, 

demikian pula tubuh bumi, air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar

diperlukan untuk kepentingan yang langsung dengan penggunaan tanah

dalam batas batas menurut undang undang ini(UUPA) dan peraturan lain 

yang lebih tinggi (menganut Asas Pemisahan Horizontal)

• Pasal 1 angka 1 PP 18/2021 Tanah adalah permukaan bumi baik berupa

daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh

bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait

langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan

permukaan bumi.

• Kosekuensi definisi Tanah demikian mengakibatkan benda di dalam tubuh bumi

yg berada di bawah tanah seseorang merupakan hak seseorang tersebut

(Menganut asas vertical = Hukum Pertanahan Kolonial)                       



HAT SECARA HISTORIS
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HAT BARAT

EIGENDOM Ps. 570 BW:

Hak u/ menikmati kegunaan suatu benda, &
u/ berbuat bebas thd benda ybs dg 

kekuasaan yg sepenuhnya, sesuai UU & tidak
mengganggu pihak lain

ERFPACHT Ps. 720 BW:

Hak kebendaan (zakelijk Recht) u/ mendapatkan
kenikmatan sepenuhnya (volle genot hebben) 

dari benda tetap orang lain dengan syarat
membayar pacht-sejumlah uang tunai atau hasil
bumi-setiap tahun sbg pengakuan terhadap milik

orang lain.

OPSTAL Ps. 711 BW:

Hak kebendaan untuk mempunyai gedung-
gedung, usaha atau tanaman di atas tanah

orang lain. 

HAK KONSESI:

Hak yg diberikan kpd Belanda/Hindia Belanda u/ 
mengusahakan lahan perkebunan & 

pertambangan selama 75 th dg membayar iuran
kpd pemerintah Hindia Belanda



TANAH-TANAH HAK INDONESIA 
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1. HAK BANGSA (Ps. 1 (1)
2. Hak Menguasai Negara (HMN) Ps. 2 (1)
3. Hak Ulayat (Pasal 2 ayat (4)); 

4. Hak-hak perorangan* (Pasal 16); terdiri dari :
a. HAT yang bersifat tetap:

1) Hak Milik
2) Hak Guna Usaha
3) Hak Guna Bangunan, 
4) Hak Pakai, 
5) Hak Sewa, 
6) Hak Membuka Tanah, 
7) Hak Memungut Hasil Hutan, 
8) Hak lain yang ditetapkan UU (Hak

Pengelolaan)

b. Wakaf
c. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
d. HAT yang bersifat sementara

1) Hak Gadai
2) Hak Sewa Tanah Pertanian
3) Hak Menumpang (Magersari) 
4) Hak Usaha Bagi Hasil

Hierarki Hak PENGUASAAN Atas Tanah 
di Indonesia









Bukti hak lama

• PASAL 96 PP 18/2021

• Alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat yang 
dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

• Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berakhir maka alat bukti tertulis
Tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku
dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian
Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam
rangka Pendaftaran Tanah.




